
BUPATI MINAHASA

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATUPvAN BUPATI MINAHASA

NOMOR 4^ TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah

Kabupaten Minahasa Nomor Tahun 2018 tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu adanya Penjabaran

sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf

a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Menimbang : a

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

/

4. Undang-Undang
I



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5

Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (sebagaimana telah diganti dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

(I
16. Peraturan



16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber

dari APBD (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada

Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2007

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 19 Tahun 2007);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi

Kewenangan Pemerintahan Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat

DPRD dan Staf Ahli Bupati;

27. Peraturan



27. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan

Pemerintah Kelurahan;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan

Terpadu;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 9 Tahun 2009

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah Kabupaten Minahasa;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2011

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2012

tentang Retribusi Daerah;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2013

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2014

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2014

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Lembaga

Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2017

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2017;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor Tahun 2018

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :

1. Pendapatan/..



1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 112.621.999.187,25

b. Dana Perimbangan Rp 890.058.712.453,00

c. Lain-Lain Pendapatan Rp 273.399.103.564,00

Daerah yang Sah

Jumlah Pendapatan Rp 1.276.079.815.204,25

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp 526.317.226.957,00

2) Belanja Bunga Rp 0,00

3) Belanja Subsidi Rp 0,00

4) Belanja Hibah Rp 44.602.271.245,00

5) Belanja Bantuan Sosial Rp 580.000.000,00

6) Belanja Bagi Hasil Rp 5.306.125.000,00

7) Belanja Bantuan Rp 242.549.946.240,00

Keuangan

8) Belanja Tidak Terduga Rp 210.205.342,00
Rp 819.565.774.784,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp 12.718.740.896,00

2) Belanja Barang dan Rp 240.906.427.259,00

Jasa

3) Belanja Modal Rp. 199.231.482.746,00
Rp 452.856.650.901,00

Jumlah Belanja Rp 1.272.422.425.685,00
Surplus / (Defisit) RP (3.657.389.519,25)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp 70.561.310.625,75

b. Pengeluaran Rp 3.987.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp 66.574.310.625,75

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 70.231.700.145,00

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
Minahasa ini.

Pasal 3



Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci
lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum
dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
Minahasa ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Piferaturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.!

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal^Q Agustus 2018

Pj BUPATI MINAHASA,

Diundangkan di Tondano
pada tanggal ^D Agustus 2018

SEKRETARf[S DAERAH KABUPATEN MINAHASA,

J. R. KORENGKENG. SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19610427 198710 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018 NOMOR <Jb


